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Hadirnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan juga Permendagri 

Nomor 109 Tahun 2019 memberikan angiin segar kepada para pelaku nikah siri 

untuk mendapatkan hak yang sama dalam pencatatan administrasi keluarga seperti 

kartu keluarga. Kemudahan pembuatan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah 

siri ini dilakukan melalui Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dengan 

status kawin belum tercatat. Menurut sebagian masyarakat Kota Banjarmasin 

yang membuat SPTJM untuk KK sangat memudahkan, hanya saja status kawin 

belum tercatat dapat menjadi aib tersendiri bagi beberapa pasangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat Kota 

Banjarmasin terhadap status kawin belum tercatat yang ada di KK dan 

problematika yang mereka hadapi terkait status kawin belum tercatat. 

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Subjek penelitian ialah 

delapan orang informan yang mewakili pasangan suami istri, dengan objek kajian 

problematika status kawin belum tercatat. Data dikumpulkan dengan teknik 

wawancara dan dianalisis dengan teknik deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan ada dua respon pasangan suami istri yang 

membuat Kartu Kelaurga di Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota 

Banjarmasin. Respon positif pasangan suami istri adalah rasa senang karena status 

perkawinan dapat dicatatkan melalui Kartu Keluarga, dapat merubah status 

perkawinan di Kartu Tanda Penduduk, dapat membuat akte anak, mendapatkan 

bantuan dari pemerintah, dan sebagainya. Respon negatif pasangan suami istri 

adalah rasa sedih karena status kawin belum tercatat di Kartu Keluarga yang 

dianggap aib bagi pasangan, karena menandakan bahwa mereka menikah siri. 

Adapun problematika yang dihadapi pasangan dengan status kawin belum tercatat 

adalah perkawinan masih belum dianggap, sulitnya memenuhi hak anak, tidak 

bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, hingga permasalahan pekerjaan. Ini 

juga merupakan bentuk mudarat yang didapatkan ketika melakukan perkawinan 

yang tidak dicatatkan, sehingga seyogianya masyarakat harus mencatatkan 

perkawinan demi terciptanya kepastian hukum dan tertib administrasi dalam 

bidang perkawinan. 

 




